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WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan perubahan susunan organisasi,
kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta perlu
mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 4421);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



14.

15.

16.

17.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 14 Seri D);
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor
51 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Belanja
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 112 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 112) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menunjuk pejabat pada Perangkat
Daerah sebagai PPTK.



(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban
kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif
lainnya.

(3) PPTK mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan; dan
d. Meminta data pelaksanaan keluaran (output) kegiatan/pekerjaan
kepada PPKom sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

(5) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/KPA.
(6) PPTK diutamakan pejabat struktural.

(7) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pejabat
pada Perangkat Daerah pemilik kegiatan.

(8) PPTK diutamakan Lurah setempat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
kecamatan dengan lokasi pelaksanaan/sasaran kegiatannya berada di
satu kelurahan dalam wilayah administratif kecamatan tersebut.

(9) Penyebutan PPTK diikuti dengan nama kegiatan.

(10)Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran maka jumlah PPTK untuk kegiatan pada Program Pelayanan
Internal sebanyak 1 (satu) orang, kecuali untuk Perangkat Daerah
berbentuk Badan atau Dinas, PPTK dapat berjumlah 2 (dua) orang dan
untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PPTK dapat
berjumlah 4 (empat) orang.

(11)Dalam melaksanakan tugasnya PPTK dapat dibantu oleh:
a. Pendukung Administrasi Umum; dan
b. Pendukung Administrasi Keuangan.

(12) PPTK tidak diperbolehkan menjadi pendukung administrasi di kegiatan
yang lain.

(13)Apabila PPTK tidak dapat melaksanakan ketugasannya karena
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang waktunya lebih dari
7 (tujuh) hari kerja, maka PA/KPA dapat menunjuk PPTK pengganti

(14)Penggantian PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 13 disertai Berita
Acara Serah Terima dengan diketahui PA/KPA.

2. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
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TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 133



LAMPIRAN [l PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 132 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN DAN DINAS
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN KECAMATAN
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KERJA DENGAN KPA
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pimpinan BLUD
KEPALA SKPD/Unit
Kerja

-

Pejabat
Keuangan

)

Pejabat
Teknis




STRUKTUR ORGANISAS|I PENGELOLAAN BARANG MILIK

( . )
Walikota
Pemegang
L kekuasaaan y
Sekretaris Daerah
L Penaelola Barana )
| ) | - |
Kepala SKPD ] Kepala SKPD KepalaPejabat PengelolaanKeuangan
Penaauna ) I . Penaauna Barana ) Daerah
Pejabat Pejabat Pengurus Barang
N Penatausahaan ) L Penatausahaan ) . Penaelola
f Pembantu |
Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pengguna
L g g 9d ) . g g 99 ) Penaurus
Kuasa Pembantu Pengurus
i Penaauna L y
Pengurus
Barana

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

SULISTIYO



	Perubahan Perwal APBD 2016-20   September 2016 (2).pdf
	perubahan LAMPIRAN 3-Struktur   Organisasi Keuangan rapat intesip.pdf

